
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
T AHUN 2008 NOMOR 26 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR 26 T AHUN 2008 

TENTANG 

PENGELOLAAN AIR T ANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang 
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 
16 huruf f menyebutkan bahwa Kabupaten atau Kota 
mengatur, menetapkan, dan memberikan izin 
penyediaan, peruntukan, penggunaan dan 
pengusahaan air tanah di wilayahnya ; 

b. bahwa pemanfaatan air tanah yang terus mengalami 
peningkatan, perlu adanya pengawasan dan 
pengendalian yang lebih intensif agar tidak 
mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi dan 
lingkungan air tanah ; 

c. bahwa pengendalian pengambilan air tanah yang 
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang ljin 
Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan/ 
Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan atau Air 
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Permukaan Tanah di Kabupaten Semarang sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
tentang Pengelolaan Air Tanah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
~ingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas- batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1652) ; 

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2013) ; 

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ; 

5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor 
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41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4048 ); 

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ; 

8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 ) ; 

11. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389 ) ; 

12. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ; 

13. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik i 
Indonesia Nomor 4844); 

14. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat 
dan Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438 ) ; 

15. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang , 
Tata Pengaturan Air ( l embaran Negara Republik ~ 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 



Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258 ) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3500 ); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838) ; 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161 ) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
lrigasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4624 ) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten / Kata ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perngkat Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833 ) ; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang 
Air Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4859 ) ; 

28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang -undangan ; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 seri D 
Nomor 11 ); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 
Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2 ) ; 

31 . Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 ► 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ; 



32_ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja: 
Sekretariat Oaerah dan Sekretariaf Dewan Pe1Wakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Semarang { Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Semarang 
Nomor 15): 

33. Peraturan Oaerah Kabupaten Semarang Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Oaerah Kabupaten Semarang ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahon 2008 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 16); 

34_ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 
T ahun 2000 tentang OrganisaSi dan Tata Kerja Badan 
Perencana.an Pembangunan oaerah, lnspektorat, 
Lembaga Telmls Daerah dan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, 
T ambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Semarang 
Nomor 17): 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 18 ) ; 
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Oengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

dan 

BUPATI SEMARANG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
TENT ANG PENGELOLAAN AIR TANAH 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Daiam Peraturan Daerah lnl yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adala.h penyelenggaraao urusan pemerintahan 
o!eh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas olonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonoml seluas - luasnya dalam slstem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang~ Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945, 

2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Dae~ sebagal unsur 
penyetenggara f'emerintahan Daerah. ' 

3. Oaerah adalah Kabupa!en Semarang. 

4, Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya d!b!dang air 
tanah. 

5. Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah 
Kepala Oaerah Pro~nsl Jawa Tengah. 
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6. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati ada!ah Kepaia 
Daerah Kabupaten Semarang. 

7. Satuao Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dislngkat SKPD yang 
membldangi ada@h Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi 
Sumber Daya Mineral Kabupaten Semarang. 

8. Kepala SKPD yang membidangi adalah Kepala Oinas Bina Marga, 
Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten 
Semarang. 

9. Kas Umum Daerah ada!a:h tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampur\Q seluruh penerimaan daerah 
dan membayar se!uruh pengeiuaran daerah . 

10. Air Tanah adalah alr yang terd.apat dalam lapisan tanah atau batuan di 
bawah permukaan tanah. 

1 t Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan 
dan menerusl<:an air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomls. 

12. cekungan air tanah adalah suatu wllayah yang dibatasf oleh batas 
hidrogeologis, tempat semua l<:ejadian hidrogeologis sepertl proses 
pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berfangsung. 

13, Hidrogeologi aciaklh ilmu yang membahas mengenal air tanah yang 
bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan 
sifat kimia serta fisika air tanah. 

14. Daerah imbuhan air 1anah adalah daerah reaapan air yang mampu 
menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah. 

15. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keiuaran air tanah yang 
ber1angsung secara alamiah pada cel<:uogan air tanah. 

rn. Rekomendasl tel<:nis adalah persyaratan teknis yang bers!fat mengikat 
dalam pemberian tzin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air 
tanah. 
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17. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, 
pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. 

18. lnventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan 
informasi air tanah. 

19. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta 
keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa 
tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi 
kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang 
akan datang. 

20. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan 
lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah 
manusia maupun alam. 

21. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk 
menjamin kelestarian fungsi air tanah. 

22. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air 
tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya. 

23. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan 
administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan 
yang telah ditetapkan. 

24. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau 
merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau 
kembali mendekati semula. 

25. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan 
secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan 
lingkungan air tanah. 

26. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya cntuk mencegah, 
menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang 
disebabkan oleh daya rusak air tanah. 
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27. Pendayagunaan air tanah ada!ah upaya penatagunaan, penyediaan, 
penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah 
sooara optima! agar berhasil guna dan berdayaguna. 

28. Eksplorasi air tanah adalah kegiatan yang dttujukan untuk memperoieh 
data air tanah mencakup antara la!n sebaran, dan sifat fislk batuan 
yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, 
debit optimal, kuatttas air tanah dan lain~lain meialui kegiatan survey 
geofislka, pengeboran, penampangan sumur, ujl pemompaan dan 
pemerlksaan taboratortum. 

29, Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau 
mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan. 

30. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah 
yang dilaksanakan sesual dengan pedoman teknis sebagai sarana 
eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan serta imbuhan 
airtanah. 

31. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gall untuk 
mendapatkan air tanah yang diiaksanakan sesuai dengan pedoman 
teknis sebagat sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, 
pengusahaan dan pemantauan serta imbuhan air tanah. 

32. Penggunaan air tanah adalah sefiap keglatan pemanfaatan air tanah 
untuk bernagai keperluan. 

33. Kegiatan usaha bkfang air tanah ~ah setiap kegtatan untt.Jk 
mengeluarkan air tanah yang pengambilannya dimaksudkan untuk 
ko~rsial atau kepertuan lain baik melaloi kegiatan pengeboran, 
penggalian maupun tidak. 

34. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan 
fungsi air ta.mm sesuai dengan daya dukungnya. 

35. Analisis Mengenai Daropak Lingkungan Hidup yang setanjutnya 
disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan pentlng 
suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hklup yang diperlukan bag! pro&es pengambilan keputusan tentang 
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penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

36. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah 
upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan 
hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak 
wajib melakukan AMDAL. 

37. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran alas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan I atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

38. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 

39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan besarnya pokok 
retribusi. 

40. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

41 . Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 

42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Semarang yang diberi wewenang khusus oleh Undang -
Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan 
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Daerah. 

43. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang 
mernpakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang me!ipu1i Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanditer, Perseroan !ainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Sadan 
Usaha Millk Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Flrma, 
Kongsi, Koperasl, Dana PenSlun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, 
Organisasi Massa, OrganiSasi Sosial PoUtlk atau Organisasi yang 
sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk badan laionya. 

BAB 11 
ASAS, MAKSUO DAN TUJUAN 

Pasa12 
(1} Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan asas tanggung jawab, 

keadilan, efektif dan terbuka 
(2) Pengek)laan air tanah dimaksudkan da!am rangka penertiban, 

pengendattan, penataan dan pengawasan terhadap air tanah sesuai 
dengan pola pengek)laan air tanah secara terpadu. 

(3} Pengelolaan air tanah disetenggarakan dengan tujuan untuk menjamin 
kesinambungan ketersediaan dan l<ebeflanjutan pemanfaatan serta 
kelestarian air tanah bagi sebesar-Oesar kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. 

BAB Ill 
WEWEffANG DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal3 
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Dae.rah dalam pengelolaan alf 
tanah meliputl : 
a. menetapkan kebijakan, rencaoa dan kerangka dasar pengelolaan air 

tanah dlwitayah Daerah berdasarkan kebijakan air tanah nasional 
dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten atau Kola sekttarnya 
berdasarkan pada plinsip keterpaduan antara alr tanah dengan air 
permukaan; 

b. menetapkan dan mengelola kawasan Jin.dung air tanah di daerahnya ; 
c. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air 

tanah dalam rangka pengeloiaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, 

13 



prosedur, standar, persyaratan dan krite!'ia di bidang afr ianah yang 
ditetapkan oleh Pemerintah ; 

d. merumuskan dan menetapk.an zona konservasi air tanah ; 
e. rnengatur peruntukan pemanfaatan air taoah pa.da cekungan air tanah ; 
f mengatur dan memberikan izin pemakaian dan izin pengusahaan air 

tanah; 
g. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tan.ah 

dldaerahnya ; 
h. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, dan 

pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah ; 
L me!akukan pembmaan dan pengawasan terhadap penge!olaan air 

tanah, khususnya yang bertaitan dengan ketentuan dalam izin 
pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah. 

BABIV 
LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH 

Pasal4 
{1) Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah yang utuh, 

(2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me!iputi 
cekungan air tam.ITT dalam wilayah Daerah, cekungan air tanah lintas 
Kabupaten. 

BABV 
HAK ATAS AIR TANAH 

PasalS 
Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna 
pakai dan hak guna usaha. 

Pasal6 
(1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi 

kebutunan air minum dan rumah tangga serta kebutuhan lain yang 090 
komernial sepanjang jumlah pemanfaataonya pada batas tertentu. 

(2) Hak guna pakai air tanah memerlukan izin apabila : 
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a, ditujukan untuk keperluan ke!ompok yang memerlukan air dalam 
jumlah besar; 

b. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem iligasi yang sudah 
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ada; dan 
c. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana 

dimak:sud pada ayat {1 ), 

Pasal7 
Hak gum: usaha air tanah dapat dlberikan kepada orang pribadi atau badan 
dengan izin BupatL 

BABVI 
PENGELOLAAN 

Pasal8 
Pengeloiaan air tanah melipuli kegiatan : 
a. perenca11aan ; 
b. pelaksa.naan ; 
c. pemantauan dan evaluasi ; 
d. konservasi air tanah : 
e. pendayagunaan air tanah ; dan 
f. pengendalian daya rusak air tanah. 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 9 
Rencana pengelolaan air ta.nan disusun mefa!ui tahapan inventarisasi air 
1anah, penelapan zona konservasi air tanah, penyusunan dan penetapan 
rencana pengelolaan air tanah, 

Paragraf 1 
lnventarisas.i Air Tanah 

Pasal10 
( 1) lnventarlsasi air tan ah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan 

penetitlan, eksplorasl serta evaluasi data air tanah untuk menentukan : 
a. sebaran cekungan ak tanah ; 
b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah ; 
c. geometrl dan karakteristik akuifer ; 
d. neraca dan potensi air tanah ; dam 
e. pengambilan dan pemanfaatan air tanah : 
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(2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) 
yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau po!a induk 
pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta paling kecil skala 
1: 100.000. 

(3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
digunakan sebagai dasat perencanaan konsetvasi dan pendayagunaan 
air tanah. 

(4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disam_palkan kepada Gubernur 

Paragraf 2 
Penetapan Zona Konserva$i Air Tanah 

Pasal11 
(1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarlsasi sebagaimana dimaksud 

da!am Pasal 10 digunakan sebagal bahan penyusunan zona kooservasl 
afr tanah. 

{2) Zona konservasi air tanah sebaga!mana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dan ditetapkan oleh Supati sesuai kewenangannya melalul 
konsultasi publik dengan melibatkan instansi telmis dan unsur 
masyarakat 

(3) Zona kooservasl air taoah sebagaimana dimaksud pada ayat (2} 
memuat ketentuan mengenaf konservasl dan pendayaguoaan air fanah 
pada cekungan air tanah. 

{4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi : 
a. zona per1indungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah 

; dan 
b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan,-krlt!s 

dan rusak. 
(5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagalmana 

dlmaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apab1!a terjadi 
perubahan kuantltas, kuafitas dantatau lingkungan air tanah pada 
cekungan air tanaft 
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Paragraf 3 
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah 

Pasal12 
(1) Rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program 

konservasi, pendayagunaan dan pengendallan daya rusak air tanah. 
(2} Rencana pengefotaan air tanah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan : 
a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai 

yang bersangkutan ; dan 
b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona 

konservasf air tanah. 

Pasal13 
( 1) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada 

cekungan air tanah sesuai kewenangannya. 
(2) Penyusunan rencana pengelolaan alr tanah oleh Bupati dilakukan 

setelah melalui konsultasi publik dengan mefibatkan dinas atau instaost 
teknis dan unsur masyarakat. 

!'aool 14 
Rencana pengelolaan air taoah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13: 
a. dfsusun berdasarkan pedoman yang dltetapkan oleh Menter! ; 
b. terdiri darl rencana jangka panjang, jaogka menengah dan jangka 

pendek; dan 
c. dapat: dittnJau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru. 

BagianKedua 
i>elaksanaan 

Pasal15 
(1) Pelaksanaan pengetolaan air tanah meiiputl kegtatan pelaksanaan 

k:onstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, 
pendayagunaan dan peogendalian daya rusak air tanah . 

(2} Petaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana 
dimalcsud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan nu,ngacu 
pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah. 

(3} Bupati dalam pelak:sanaan konstruk:si. apera:si dan pemetiharaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain. 
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(4) Selain Bupati, pelaksanaan konstruksi, operasl dan pemeli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditakukan oleh _pemegafl! 
perorangan dan masyarakat pengguna airtanah untuk kepentingan sen< 

(5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana 
dimal<sud pada ayat (1) diiakukan pada akuifer dan lapisan batuan 
lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada 
cekuogan air tanah. 

Pasal16 
(1} Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ditujukan untuk penyedlaao sarana dan prasarana air tanah. 
(2} Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 

dilakukan berd.asarkan nonna, standar dan pedoman sesuar dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Pemantauan dan Evaluasi 

Pasal 17 
(1) Bupati mempunY3i kewenangan untuk melakukan pemantauan 

pelaksanaan pengelolaan air tanah. 
(2) Pemantauan pelaksanaao pengelolaan air tanah ditakukan melalui 

kegiatan pengamatan, pencatatan, perekamao. pemeriksaan laporao 
dan/alau peninjauan tangsung. 

(3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakuk:an secara 
berkara sesual dengan ketentuan peraturao peruru:tang..undangan. 

Pua118 
(1) Bupati sesuai dengan kewenaogannya mefaksanakan eva!uasi 

pelaksanaan pengelolaan air tanah. 
(2} Evaluasi petaksanaan peogelolaan air tanah sebagaimana dimaksud 

ayat {1) dilakukan melalul kegiatan analisis dan penffalan ierhadap hasil 
pemantauan. 

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan seba.9ai .. 
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peogekliaan air tanah. 



Baglan Keempat 
Konservasi Air T anah 

Pasal19 
(1) Konservasi air lanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, 

kesinambungan ketersedlaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah 
dan mempertahankan kebertanjutan pemanfaatan atrtanah. 

(2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu 
pada asas tanggungjawab, keadilan, efektif dan terbuka guna mencapai 
maksud dan tujuan pengelolaan air tanah. 

(3) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) berdasarkan pada : 
a hasil inventarlsasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air lanah ; 
b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah; 
c. rencana pengelolaan air tanah pada cekunga air tanah ; dan 
d. hasil pemantauan perubahan kondlsi dan lingkungan air tanah. 

(4) Konservasi air tanah sebagalmana dimaksud pada ayat (1} dilakukan 
secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah 
imbuhan dan daerah lepas:an air tanah, me1aluf : 
a. perlindungan dan pe!estarian air tan ah ; 
b. pengawetan air tanah ; 
c. pengetolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ; dan 

( 5) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam 
perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang 
Wllayah. 

Pa$a,I 20 
(1) Periindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dtmaksud dalam 

Pasal 19 ayat (4) huruf a bertujuan untuk melindungi dan melestarikan 
kondisi dan lingkungan serta- fungsi air tanah. 

(2) Dalam rangka perlindungan dan pefestarian air tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Bupali meMtapkan kawasan indung air tanah 
sesuai kewenangannya. 

{3) Pelaksanaan pertindungan dan pelestarian ali tanah sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 
a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah ; 
b. menjaga daya dukung akulfer ; dan 
c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan 
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zona rusak. 

Pasal 21 
(1} Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) 

huruf b bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kes{nambungan 
ketersediaan air tanah. 

(2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 
dengan cara : 
a_ melaksanakan upaya penghematan air tanah ; 
b. meningl<atkan kapasitas resapan air taoah ; dan/atau 
e. mengendalikan penggunaan air tanah. 

(3) Supati sesuai kewenangannya mendorong dan mensosialisasikan 
pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah. 

Pasa:122 
{ 1) Pengelolaan kuaktas dan pengendaHan pencemaran air tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasat 19 ayat (4) huruf c bertujuan 
untuk mempertahankan dan merm.1lihkan kualitas air tanah sesuai 
kondisl alaminya. 

(2) Pengelolaan kualila$ dan pengendalian pencemaran air tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: 
a. mencegah pencemaran air tanah ; 
b. menaoggulangi peocemaran air tanah ; dan/atau 
c. memullhkan kuafrlas air taoah yang telah tercemar. 

Pasal23 
(1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, ditakukan kegiatan 

pemantauan air tanah. 
(2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan 

untuk mengetahui perubahan kuantltas, kualitas dan dampak 
lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan / atau 
pen1bahan lingkungan. 

(3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a, pemantauan perubahao kedudukan muka air tanah ; &> 

b. pemantauan jumlah peogambilan dan pemanfaatan air tanah ; • _,. 
c. pemantauan pencemaran air taoah , 
d. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah ; dan 
e. pemantauao perubahan liogkungan air tanah. 

{4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada 



sumur pantau dengan cara : 
a. mengukur dan merek.am kedudukan muka air tanah , 
b. memeriks.a sifat fisika, kandungan unsur kimia, btologi atau radio 

aktif dalam air tanah , 
c. mencatat jumlah volume alr tanah yang dipakai atau diusahakan ; 

dan/atau 
d. mengukur dan merekam perubahan fingkungan air lanah seperti 

amblesan tanah. 
{5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dllakukan 

se<::ara berkata sesua1 dengan jents kegiatan pemantauan, 

Pasal24 
(1) Pemerintah daerah serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan 

pendayagunaan air tanah me!aksanakan konservasi alr tanah. 
(2) Setiap pemegang izin pemakalan air tanah dan izin pengusahaan air 

tanah wajib me!aksanakan konservasl air tanah. 
(3) Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan 

liogkungan air tan.ah wajib melaksanakan konservasi air tanah. 
(4) Pemerintah daerah melakukan penentuan dan perlindungan daerah 

imbuhan pada cekungan air ta:nah yang berada diwltayahnya. 

Bagian Kalima 
Pendayaguna.an Air T anah 

Pasal 25 
(1) Pendayagunaan arr tanah bertujuan untuk memanfaatkan air tanah 

dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hali 
masyarakat secara adil dan berkelaajutan, 

(2) Pendayagunaan air tanah di~sanakan berdasarf<an rencana 
pengelolaan air tanah. 

{3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dITTlaksud pada ayat (1) 
dUakukan metalui penatagunaan, penyedlaan, penggunaan, 
pengembangan dan pengusahaan air tanah, 

(4) Supati sesuai doogan kewenangannya menyelenggarakan 
pendayagunaan air tanah dengao mellbatkan masyarakat 

Pasal2! 
{1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapk.an sebagai 

betlkut: 
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a. air minum ; 
b. air untuk rumah tangga ; 
c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana ; 
d. air untuk irigasi; 
e. air untuk usaha perkotaan; 
f. air untuk industri; 
g. air untuk pertambangan; 
h. air untuk pariwisata ; dan 
i. air untuk kepentingan lainnya. 

(2) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari hari yaitu .untuk air 
minum dan rumah tangga merupakan prioritas utama diatas segala 
keperluan lain. 

(3) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan 
penyediaan air tanah yang sudah ada. ' 

(4) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan 
kepentingan umum dan kondisi setempat. 

Bagian Keenam 
Pengendalian Daya Rusak Air Tanah 

Pasal 27 
(1) Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan untuk mencegah, 

menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah. 
(2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan 
meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk mengurangi penurunan 
muka air tanah. 

Pasal28 
(1) Untuk mencegah dan/atau menghentikan terjadinya amblesan tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan 
mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air 
tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusal<. 

(2) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimal<sud 
dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan membuat sumur resapan. 

(3) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai 
kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya 
pengendalian daya rusak air tanah. 
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(4) Tindakan darurat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa : 
a. penghentian kegiatan ; dan 
b. penghentian sementara. 

(5) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan 
sebagai akibat keadaan yang membahayakan lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

BAB VII 
PERIZINAN 

Bagian Kesatu 
Kegiatan dan Jenis lzin 

Paragraf 1 
Kegiatan 

Pasal29 
Setiap kegiatan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah hanya 
dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati. 

Pasal30 
(1) Pengeboran dan penggalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau 
badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk 
melakukan pengeboran atau penggalian air tanah. 

(2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian 
air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui; 
a. sertifikasi instalasi bor air tanah ; dan 
b. sertifikasi ketrampilan juru pengeboran air tanah. 

(3) Sertifikasi pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. · 

Paragraf 2 
Jenis lzin 

Pasal31 
lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah : 
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a. izin pemakaian air tanah ; dan 
b. izin pengusahaan air tanah. 

Bagian Kedua 
Masa Berlakunya lzin 

Pasal32 
lzin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah berlaku untuk 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Memperoleh lzin 

Pasal 33 
(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati 
dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri. 

(2) Setiap permohonan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air 
tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah, dan 
hasilnya disampaikan kepada Bupati. 

(3) Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai dasar perencanaan : 
a. kedalaman pengeboran atau penggalian ; 
b. penempatan saringan pada konstruksi sumur ; dan 
c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan. 

(4) lzin sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a dan huruf b hanya 
dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat 
mengikat dari Gubernur untuk cekungan air tanah lintas Kabupaten dan 
Kota. 

(5) Bupati paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya 
permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mengajukan permintaan rekomendasi teknis 
kepada Gubernur atau menolak permohonan tersebut disertai dengan 
alasannya. . 

(6) Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimahya 
rekomendasi teknis dari Gubernur mengeluarkan izin atau sejak 
diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan, 
menolak permohonan Izin disertai dengan alasannya, dan 
tembusannya disampaikan kepada Gubernur. 
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Bagian Keempat 
Perpanjangan lzin 

Pasal 34 
(1) Permohonan perpanjangan izin harus diajukan secara tertulis kepada 

Bupati paling lama 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir 
dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri. 

(2) Perpanjangan izin seperti halnya izin baru, dikeluarkan oleh Bupati 
setelah mendapat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (4). 

(3) lzin tidak dapat diperpanjang, apabila pemegang izin pemakaian air 
tanah atau izin pengusahaan ait tanah belum dapat menyelesaikan 
pengeboran atau penggalian hingga masa izin berakhir. 

Bagian Kelima 
Hak dan Kewajiban 

Pasal35 
Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah 
berhak untuk memperoleh hak guna pakai atau hak guna usaha dari 
pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin. 

Pasal36 
Pemegang izin diwajibkan : 
a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, penggalian dan 

pengambilan air tanah secara tertulis kepada Bupati ; 
b. melaporkan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada 

bupati. 
c. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan 

penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila 
dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah 
ditemukan kelainan yang dapat membahayakan lingkungan ; 

d. mematuhi rekomendasi teknis dari Gubernur ; 
e. melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang telah 

ditera oleh instansi yang berwenang ; 
f. ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah 

khususnya daerah resapan melalui gerakan menanam air ; 
g. menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) air dari debit 

pengambilan yang diperbolehkan kepada masyarakat sekitar ; 
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h. ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi air tanah ; dan 
i. membuat sumur resapan dilokasi yang ditentukan Bupati, yang 

jumlahnya tergantung dari besarnya pengambilan, lokasi pengambilan 
dan akuifer yang disadap. 

Bagian Keenam 
Batasan dan Larangan 

Paragraf 1 
Batasan 

Pasal 37 
(1) Debit pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan yang 

diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang 
menyebabkan penurunan muka air tanah sebesar 60% ( enam puluh 
persen ) dari tebal air pada saat muka air tanah pada posisi paling 
rendah. 

(2) Debit pengambilan air tanah pada akuifer tertekan yang diperbolehkan 
paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan 
penurunan muka air tanah hingga kedalaman bagian atas lapisan 
penekan ( confining layer ) yaitu lapisan kedap air yang menutupi 
akuifer tertekan tersebut. 

Pemegang izin dilarang : 

Paragraf 2 
Larangan 

Pasal38 

a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya 
kepada pihak lain ; 

b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya ; dan 
c. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain 

pada lokasi yang telah ditetapkan. 

Pasal39 
(1) Pengeboran dan penggalian air tanah atau kegiatan lain pada radius 

200 (dua ratus) meter dilokasi pemunculan mata air tidak 
diperkenankan atau dilarang dalam rangka menjaga fungsi daerah 
imbuhan air tanah. 
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(2) lzin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tidak dapat 
diberikan pada tempat-tempat yang kondisi air tanahnya dianggap 
rawan. kecuali kebutuhan airnya tidak dapat dipenuhi oleh sumber
sumber air permukaan atau sumber air lainnya dan/atau untuk 
pemenuhan kebutuhan pokok sehari - hari. 

(1) lzin berakhir apabila: 

Bagian Ketujuh 
Berakhirnya lzin 

Pasal40 

a. masa berlakunya izin berakhir dan tidak diajukan perpanjangan ; 
b. izin dicabut ; dan 
c. izin dikembalikan. 

(2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah 
tidak membebaskan kewajiban yang belum terpenuhi oleh pemegang 
izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 41 
(1) lzin dicabut apabila : 

a. izin dimaksud terbukti cacat hukum ; 
b. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin ; 

dan 
c. keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti 

menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah. 
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan 

secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan -
alasannya. 

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului 
dengan peringatan kepada pemegang izin. 

(4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya 
pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua 
kegiatan. 

(5) Pencabutan izin dilakukan dengan penyegelan dan penutupan. 
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BAB VIII 
PENGELOLAAN DAT A AIR TANAH 

Pasal42 
(1) Semua data dan informasf air tanah yang ada pada orang pribadi atau 

badan yang belum pemah dlsampaikan wajib diiaporkan kepada 
Bupati. 

(2) Bupati meogirim data sebagaimana dimaksud pada ayat {1) kepada 
Gubemur. 

(3) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dlkelola oleh Bupati sebagal dasar pengelolaan aff tanah 

BABIX 
RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Natna, Obyek dan Subyek Retribusi 

Pasal 43 
Dengan nama retribusi izin pemaka1an air tanah dan izin pengusahaan air 
tanah dipungut retrlbusi atas pemberian izin pemakaian air tanah dan izin 
pengusahaan airtanah darl Pemerintah Daerah. 

Pasal 44 
Obyek retribusi adalah pemberlan lzin pemakaian air tanah dan tzln 
pengusahaao air tanah. 

Pasal 45 
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat lzin 
pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah melafuf kegiatan 
pengebofan, penggalian atau pengambilan air tanah. 

llaglan Kedua 
Golongan Retribusi 

Pasal4G 
Retfibusi izin pemakalan air tanah atau izin 
digolongkan sebagal retribusi periz!nan tertenttL 
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Bagian Ketiga 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 47 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan: 
a. sumber daya alam yang meliputi debit pengambilan, lokasi pengambilan, 

jenis akuifer yang disadap oleh pemohon ; 
b. pelayanan perizinan meliputi administrasi, operasional dan pengawasan 

; dan 
c. sifat pemanfaatan meliputi pemakaian air tanah atau pengusahaan air 

tanah. 

Bagian Keempat 
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal 48 
(1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 

retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengambilan sumber 
daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan serta guna menutup biaya penyelenggaraan 
pelayanan perizinan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi biaya administrasi, biaya operasional dan biaya 
pengawasan. 

(1) Struktur dan 
pemanfaatannya. 

Bagian Kelima 
Struktur dan Besarnya Tarif 

Pasal49 
besarnya tarif digolongkan berdasarkan sifat 
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(2) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut : 
a. lzin pemakaian air tanah : 

1. Biaya administrasi sebesar 
2. Biaya operasional sebesar 
3. Biaya pengawasan 1 (satu) kali sebesar 

Jumlah 

b. lzin pengusahaan iru tanah : 
1. Biaya administrasi sebesar 
2. Biaya operasional sebesar 
3. Biaya pengawasan 3 (tiga kali sebesar 

Jumlah 

Pasal50 

Rp. 50.000, 
Rp. 675.000,
Rp. 675.000,-

Rp. 1.400.000,-

Rp. 50.000,-
Rp. 675.000,-
Rp. 2.025.000,
Rp. 2.750.000,-

Besarnya tarif retribusi perpanjangan izin, sama dengan tarif pembuatan izin 
baru. 

Bagian Keenam 
Wilayah Pemungutan 

Pasal 51 
Retribusi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dipungut 
di wilayah Daerah. 

Bagian Ketujuh 
Tata Cara Pemungutan 

Pasal52 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah 

dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Setiap pembayaran retribusi izin pemakaian air tanah atau izin 
pengusahaan air tanah diberikan tanda bukti pembayaran. 
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Bagian Kedelapao 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 53 
(1) Pembayaran retribusi izio pemakaian air tanah atau izin pengusahaan 

air tanah harus di!akukan secara tunai dan disetorkan ke kas daerah 
atau tempat lain yang ditentukan, 

(2} Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
ala! bukli pembayaran. 

(3} ,• Tata cara pembayaran yang dilakukan di tempat lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) drtetapkan oleh Bupali. 

(4) Seliap pembayaran dlcalat dalam buku pendataan. 
(5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda buldi 

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4} dltetapkan 
oleh Bupati. 

(6} Penyetoran k:e Kas Daerah sebagaimana dimaksUd pada ayat (1) 
paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. 

Bagian Kesembilan 
sanksl Administrasi 

Pasal54 
(1) Oalam hal wajib retribusi tldak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar dikenakan sanksi adminJStrasl berupa denda 
sebesar2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang, 

(2} Denda sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dlsetorkan pada Kas 
Daerah, 

Baglan Kesepuluh 
Tata Cara Penagihan 

Posa! 55 
{1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 
{tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (b.Jjuh) hari setetah tanggal swat teguran atau 
surat peringatan atau surat laln yang sejenis, wajib retribusi harus 
melunasl retribusi terutang. 

(3} Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
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sebagalmana dimaksud pada ayat { 1) dikeluarkan oteh Pejabat yang 
ditunjuk. 

Bagian Kesebetas 
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 

Pasal56 
(1) Supati berdasarkan permohonan Wajib Rettibusl dapat memberikoo 

pengurangan, keringanan dan pembebasan Retnbusi. 
(2) Tata car a pembefian pengurangan. keringanan dan pembebasan 

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BupatL 

Bagian Kaduabelas 
Keberatan 

Pasal57 
{1} wajib cetnbusi dapat mengajukan keberatan atas pakok retribusl 

danlatau sanksi administrasi kepada Bupatt 
{2) Keberatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1} diajukan dalam 

jangka wakfu 2 (dua} bulan. sejak tan99al surat ketetapan retribusi 
daerah dilerbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjuk:kan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kemampuan. 

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar 
retnbusi dan pelaksanaan untuk penagihan retribusL 

Pasal58 
(1) Bupatl dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ranggal 

surat keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan 
yang bersangkutan, 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayal { 1) dapat berupa 
meoerima seluruhnya atau sebaglan, menoiak atau menambah 
besamya retribusi yang terutang, 

{3) Apabila jangka waktu set>agaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan 8upati ttdak memberlkan suatu keputusan, maka keberatan yang 
di.ajukan tersebut dianggap ditertrna. 
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BAB X 
PELAKSANA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal59 
(1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah SKPD yang membidangi. 
(2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan air 

tanah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan 
melibatkan peran serta masyarakat. 

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
meliputi: 
a. lokasi titik pengambilan air tanah ; 
b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan ; 
c. pembatasan debit pengambilan air tanah ; 
d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan ; 
e. pendataan volume pengambilan air tanah ; 
f. kajian hidrogeologi ; dan 
g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL. 

(4) Masyarakat dapat melaporkan kepada SKPD yang membidangi, 
apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air 
tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air 
tanah. 

Pasal60 
(1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah diizinkan harus 

dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah 
ditera oleh lnstansi yang berwenang. 

(2) Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh 
SKPD yang membidangi. 

(3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas 
kerusakan meter air. 

Pasal61 
(1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus 

berperan aktif untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan 
sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah 
berdasarkan jaringan sumur pantau yang ditetapkan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. ikut menyediakan 1 (satu) sumur pantau pada setiap keberadaan 1 
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(satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) 
liter per detik atau lebih ; dan 

b. ikut menyediakan 1 (satu) sumur pantau pada setiap keberadaan 
lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer 
dengan total debit pengambilan air tanah 50 (lima puluh) liter per 
detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 
(sepuluh) hektar. 

(3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b yang kepemilikannya labih dari 1 (satu) 
orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya 
ditanggung bersama. 

(4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya 
disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah 
pengambilan air tanah. 

(5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan 
hasilnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Gubernur . 

(6) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau dan sumur 
resapan di wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh SKPD yang 
membidangi. 

Pasal62 
(1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima 

puluh) liter per detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi 
dokumen UKL dan UPL. 

(2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter 
per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem 
akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) 
hektar wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL. 

(3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter 
per detik atau lebih, dari satu sumur produksi wajib dilengkapi dengan 
dokumen AMDAL. 
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BABXI 
PELANGGARAN 

Pasal 63 

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila : 
a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau 

alat ukur debit air dan / atau merusak segel tera pada meter air atau 
alat ukur debit air ; 

b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur 
debit air; 

c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin ; 
d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah; 
e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air 

tanah; 
f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau lokasi 

pengambilan air tanah ; 
g. mengubah konstruksi sumur bar ; 
h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau mefaporkan 

tidak sesuai dengan kenyataan ; dan 
L tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin. 

BAB XII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal64 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang Retrbusi Daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. 
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusl Daerah; 

d. memeriksa buku - buku, ca:tatatl-Catatan, dan dokumen - dokumen 
iain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah: 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen .lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta ba.ntuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan findak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan I atau melarang seseorang meninggalkan 
ruanga.n atau tempat pada saat pemeriksaan sedang bertangsungb 
dan memeriksa identitas orang dan I atau dokumen yang di bawah 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retrlbusi Daerah; 

t memanggil orang untuk didengar kerengannya dan diperiksa 
sebagi tersangka atau saksi; 

j, menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk ketarwaran penyidikan 

lindak pidana di bidang Retribusl Daerah m-enurut hukum yang 
bertanggung jawab. 

(3} Penyidik sebagaimana dlmaksud pada a:yat (1) memberitahokan 
dimulainya penyidikan clan menyampaikan hasil penyidlkannya kepada 
Penuntut Umum melalul Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan kelentuan yang diatur dalam Uodang - Undang Hukum 
Acara Pidana yang berlaku. 

BAB XUI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal65 
{1) Setiap orang pribad! atau Badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan Pasal 28 ayat (5), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 
ayat (1}, dan Pasal 63 dipidana dengan pidana kuruogan paling lama_ 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp, 50.000.000,- ( Hma ptiluh 
Juta rupiah). 

(2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah 
pelanggaran. 

(3) Se!ain dapat dlkenakan pidana sebagaimana dimak.sud pada ayat (1} 
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dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang~undangan, 

BABXIV 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 66 
Oe!'lgan saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izln yang telah 
diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Jni masih letap 
berlaku sampai dengan berakhimya izin yang bersangkutan. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 61 
Pada saat Peraturan Oaerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang ljin Pengeboran Air 
Bawah Tanah, Pengambilan I Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air 
Permuk:aan Tanah Di Kabupaten Semarang (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2004 Nomor 22 Seri C , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 68 
Hat-hal yang betum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya dlatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal69 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! dlundangkan. 

Agar setlap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundaogan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten 
Semarang, 
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Diundangkan di Ungaran 
Pada tanggal 12 - 12 - 2008 

SEKRET ARIS DAERAH 
KABUPATENSEMARANG 

WARNADI 

Ortetapkan di Ungaran 
pada tanggal 11 - 12 - 2008 

WAKIL BUPATI SEMARANG, 

SITI AMBAR FATHONAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008 
NOMOR26 



L UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMDR 26 TAHUN 2008 

TENTANG 
PENGELOLAAN AIR TANAH 

A. latar Belakang 

Air tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang 
saogal penfing bagi kehidupao manusia, Oleh !<arena itu menjadi 
kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut 
secara bljaksana bagl sebesar~besarnya kemakmuran rakyat 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang~Undang Dasar 1945. 

Pengambllan air tanah da!arn rangka memenuhi kebutuhan air 
minum, rumah tangga maupun pembangunan semak!n meningkat 
seja!an dengan meningkatnya laju pertumbuhan peru:fuduk dan kegiatan 
pembangunan. Hal ini berpotensi menimbutkan berbagai masalah yang 
dapat merugikan apabila lidak dilakukan pengefolaan secara bijaksana. 

Air tanah tersimpan dalam lapfsan tanah dan batuan pengandung 
air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologL Secara teknis air 
tanah termasuk sumber daya alam yang dapat d1perbaharui, namun 
demikian waktu yang dipertukan sangat lama, Pengamb11an air tanah 
yang metampaui kemampuan pengimbuhannya telah mengakibatkan 
pada beberapa daerah le~adi kritis air lanah terutama air tanah dalam ( 
akulfer tertekan ), Bahkan pada beberapa <laerah telah dijumpai gejala 
kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan 
penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah 
panrat Apabfla kondisi tersebtrt dibiarkan sangat memungkiol<an 
timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misaloya kelangkaan air, banpr, 
erosi, sedimentasi dan gerakan tanah. 
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B. Pengelolaan Air Tanah 

1. Landasan dan Asas Pengetolaan AirTanah 
Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air 
tanah, Cekungan air tanah mellputi daera!rdaerah kejadi.an 
hidrogeo!ogis ber1aogsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka 
batas cekungan air tanah tidak sefalu sama dengan batas 
administratif, bahkan pada satu cekungan alr tanah dapat meliputi 
febih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka 
pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara 
terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan 
lopasan ( recharge, flow dan des.charge J Dengan demiki.an 
pengelolaannya bdak ber!andaskan pada wi!ayah admlnistrasl tetapi 
harus bertandaskan pada cekungan air tanah secara utuh: 
Sementara pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan pada asas 
tanggung jawab, berkeadifan, efektif dan terbuka. 

2. Kegiatan Peng&lolaan 
Pada prlnsipnya kegiatan pengek)laan air tanah dlselenggarakan 
da1am rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan 
agar dapat menjamin kesinambungan ketersediaan, keberlanjutan 
pemanfaatan serta ke/estanan air tanah bagi sebesar - besar 
kemakmuran dan kesejahteraan rak:yat. Kegiatan pengelo!aan air 
taoah mellputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi, konservasi, pendayagunaan dan pengefldalian daya rusak 
airtanah. 
lnventarisasi bertujuan untuk memperoleh data dan informasi 
cekungan air tanah serta kondisi potensi air tanah pada setiap 
cekungan air tanah termasuk untuk mengetahui pengambilan air 
tanah pada cekungan tersebut 
Konservasi bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan, 
daya dukung dan fungsi air tanah yang meliputi kegiatan 
perfindungan dan pelestarian. pengawetan, pengendatian 
pencemaran dan pemuUhan air tanah. · 
Pendayaguoaan air lanah bertujuan agar pemanraatan air tanah 
benar - benar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari - hari 
masyarakat secara adil dan berkelanjutan. 



Pengendallan daya rusak air tanah bertujuan untuk mencegah, 
menanggulaogi ataupun mengurangi kemampuan daya rusak air 
tanah yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah secara 
berlebihan dan tidak terkendali. 
Untuk menjamffl peiaksanaan kegiatan pengelolaan air taoah seperti 
tersebut diatas diperlukan pengawasan dan pemantauan. 
Perizinan air tanah merupakan salah satu instrumen pengawasan 
dalam rangka pengendalian pemanfaatan air tanah, Pemberian 
perizinan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. 
Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan mempethatikan 
kebijakan pengetofaan air tanah Pemerintah Propinsi dan 
Pemeri:ntah Pusat agar pengelolaan air tanah khususnya pada 
cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ataupun llntas Proplnsi 
dan lintas Negara dapat dilaksanakan secara terpadu dan 
terkoordinasi fintas sek:tora!. 

3. Petaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan peogelolaan air tanah ditakHoakan 

secara tert«:;ominasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemertntah 
PropinsL Sepanjang meoyangkut hal-hal yang ber'sifat teknls 
Pemerintah Propinsi memberikan dukungan dan fasHitas sebagai 
dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemetintah 
Kabupaten" 

Berdasarkan pertimbangan•pertimbangan tersebut diatas, 
serta mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Norn or 9 T ahun 2004 teotang ten tang ljin Pengeboran Air Bawah 
Tanah, Pengambilan I Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air 
Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang dlpandang sudah tfdak 
sesual lagj dengan perkembangan dan kondisi saat jfU, oleh 
karenanya harus dicabut dan diganU dengan Peraturan Daerah yang 
lebih dapat memenuhi harapan kita. 

Peogaturan kembali Peraturan Daerah ini adalah dalam 
rangka melaksanakan kewenangan di bldang pertambangan dan 
energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang..\Jndang Nomor 32 
Tahuo 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. 
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PASAL DEMI PASAL 

Pa$al 1 
Cukup jetas 

Pa&al2 
Ayat (1) 

Asas tanggungjawab, dimaksudkan agar dalam 
pelaksanaan pengelolaan air tanah terdapat 
kesadaran dari pelaku usaha/kegiatan untuk 
bertanggungjawab atas usaha/kegiatan yang 
dilakukannya. 

Asas keadflan, dlmaksudkan agar J;;;eberadaan air 
tanah dapat dlnikmati oleh generasi sekarang 
maupun generasi mendatang, selain itu setiap 
orang mempunyal hak dan kewajiban yang sama 
atas air tanah. 

Asas efektif, dlmaksudkan agar penge!olaan air 
tanah dapat dilaksanakan secara optimal dengan 
somber daya yang terbatas. 

Asas terbuka. dimaksudkan untuk memberik.an 
kejelasan kepada masyarakat agar pengelolaan alr 
tanah dapat dilak.sanakan dengan peran serta 
masyarakat secara transparan mulai dari 
perencanaan hingga evaluasi 

Ayat(2) 
Pola pengelolaan air tanah secara terpadu adalah 
pengelolaan yang dilaksanakan berdasarkan 
cekuogan air tanah secara utoh dengan 
meJibatkan semua pemilik kepentlngan antar 
selctor dan ant:ar wilayah administrasi. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud ~kes!nambungan ketersediaan" 
adalah agar slfat air tanah sebagai sumber daya 
terbarukan ( renewable resourcess ) tidak: menjadi 



Pasal3 

sumber daya yang tidak teroarukan ( unrenewable 
resourcess) akibal: kesalahan dalam pengelolaan 

Yang dimaksud "berkelanjutan pemanfaatan" 
adalah agar air tanah tidak menga!aml penurunan 
fungsi dan dapat memberikan manfaat yang 
sebesar - besarnya untuk kemakmuran dan 
kesejahteraan takyat 

Yang dimaksud ~kelestarlan air tanah" adalah 
agar kondisi air tanah dapat lestari dan terjaga 
kualitas serta kuantitasnya secara atamtah. 

huruf a 
Pr!nsip keterpaduan air tanah dan air permukaan 
yaltu dengan melihat air tanah dan air permukaan 
sebagai satu kesatuan dalam daur hidrologl. 
Sementara penyelenggaraannya yang mellputi 
konservasi, pendayagunaan dan pengendallan 
daya rusak air tanah ditaksanakan dengan 
memperhatikan wewenang dan tanggung jawab 
instans1 sesual tugas pokok dan fungsinya. 

huruf b 
Yang dimaksud "kawasan lindung air tanah~ 
antara lain adalah daerah imbuhan ait tanah ( 
recharge area ), zona kritis -ctan zona rusak. 

huruf c 
Cukup jelas 

huruf d 
Cukup jelas 

huruf e 
Cukup jelas 

huruff 
Cukupjelas 



nuruf g 
Cukup je!as 

huruf h 
Cukupjelas 

huruf i 
Pembinaan dan pengawasan dtlak.sanal<an terhadap: 

Pasal4 

Pelaksanaan pengeboran atau penggal!an air 
tanah, pemakaian dan / atau pengusahaan air 
tanah; 
Kegiatan yang menyebabkan kerusakan 
lingkungan air tanah ; dan 
Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan clan 
upaya pemantauan lingkungan dan atau analisis 
mengenai dampak lingkungan. 

Ayat(1) 
yang dimaksud "utuh~ ada!ah pengetolaan air 
tanah dengan meiihat batas - batas hidrogeologis 
tempat: semua kejadian hidrogeotogis ( proses 
penglmbuhan, pengallran dan pelepasan air tanah 
) yang tidak dibatasf oleh batas - batas 
adminlstrasL 
Cekungan air tanah dalam ketentuan ini adalah 
cekungan air tanah yang terbentuk oleh proses 
geologl termasuk tubuh - tubuh air dl dalamnya 
seperti air fosU { conate water ) dan air panas ( hot 
water). 
Air panas yang dimaksud diatas, berbeda dengan 
air panas penghasil energi panas bumf 
sebagaimana dimaksud dalam UU no 27 Tahon 
2003. Perbedaannya yaitu pada tuju~n 
pemanfaatan, keterdapatan dan car a 
pengambUannya. 

Ayat (2) 



Pasal5 

Yang dimaksud cekungan air tanah dalam wilayah 
k:abupaten adalah apabila daerah pengimbuhan, 
pengaliran dan pelepasan air tanahnya berada 
dalam satu wilayah administrasl yattu wilayah 
kabupaten. 
Cekungan lintas kabupatenlkota dan/atau lintas 
propinsi dan/atau lintas negara adalah apat»la 
daerah pengimbuhan, pengaliran dan pe!epasan 
air tanahnya berada pada witayah administrasi 
yang berbeda. Dalam hal ini beda kabupaten/kota, 
pmpfnsi dan/atau negara. 

Yang dimaksud "hak guna pakai" adalah hak guna air 
tanah 1,.mtuk memenuhi kebutuhan pokok sehari - hart 
yaftu minum dan rumahtangga, pertanian rakyat dan 
kegiatan bukan usaha. 

Yang dimaksud "hak guna usaha" adalah hak guna air 
tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik 
penggunaan air tanah untuk bahan baku produksi, 
pemanfaatan potensinya, media us.aha, maupun 
penggunaan air tanah untuk bahan pembantu produksi 
atau proses produksi. 

Yang dimaks-ud ~bahan baku produksi" antara lain air 
minum dalam kemasan (AMOK), air bersih, makanan, 
minuman dan obat-obatan. 

Yang dimaksud ~bahan pembantu" atau proses 
produksl antara lain air untuk pendingin mesin, 
pencelupan tekstil, sanitasi, pertambangan dan 
pariwisata. 

Pasal 6 
Ayat(1) 

Yang dimaksud "k:ebutuhan lain non komersial~ 
adalah pemakaian air tanah untuk kepentingan 
sosial, diantaranya : pesantren, rumah sakit 
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rumah ibadah, kantor pemelintah, sekoiah. panti 
asuhan dan pant! jompo. 

Yang dimaksud "pada batas tertentu" yaltu apabila 
pengambllannya dilakukan dengan sumur gall 
atau sumur bor dengan diameter pipa kurang darl 
2 {dua} inchi dan pengambilan air tanahnya untuk 
kebutuhan pokok dengan jumlah paling besar 100 
m3/bolan tanpa didlstribusikan. 

Ayat (2) 
huruf a 

Pasal7 

Yang• dlmaksud ~dalam jumlah besar" apabila 
pengambilannya atau pemakaian air tanahnya 
leblh dari 2 (dua) liter/ detik. 

huruf b 
Yang dimaksud "pertanian rakyat" adalah budidaya 
pertanian meliputi berbagai komoditi yaitu 
pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, 
perkebunan dan kehutanan yang dikelola rakyat 
yang pengambitan air tanahnya lebih besar dari 2 
liter I detik. 

Yang dlmaksud upertanian tanaman pangan" 
adalah tanaman yang tidak membutuhkan air 
dalam jumtah besar, seperti jagung dan palawija. 

huruf c 
Cukup jelas 

Cukup jelas 

Pasal8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukupjelas 



Pasal 10 
Ayat(1) 

huruf a 
Peneotuan betas - batas horisorrtal dari 
cekungan air tanah adalah berdasarkan 
Kepotusan Presiden atau mengikut\ KepMen 
ESDM Nomor : 716.K/40/MEM/2003 !entang 
batas - batas horisontal cekungan air tanah di 
Pulau Jawa dan Pulau Madura sebelum 
Keputusan Presiden mengenai batas - batas 
cekungan air tanah ditetapkan. 

huruf b 
Penentuan daerah imbuhan dan daerah 
lepasan air tanah ditentukan dengan 
menumpangtindihkan (overlay} antara peta 
muka preatik dan peta muka pisometrlk, 
dimana garis perpotongan antara muka preatik 
dan muka pisometrik adaiah garis engse { 
hinge line ) yang merupakan batas antara 
daerah fmbuhan dan daerah lepasan air tanah. 

hurufc 

Geometrt dan karakteristlk akulfer dttentukan 
me!alui sebaran lateral yang disajikan dafam 
peta hidrogeologl Sementara sebaran verlikal 
ditentukan dengan membuat penampang 
hidrogeologi untuk mengetahui batas atas dan 
batas bawah sistem akuifer. · 

hurufd 

Neraca air pada cekungan air tanah 
ditentukan berdasarkan model sistem akuifer 
yang didapat dari penyebarao lateral atmlfer 
dan penyebaran vertikaf akuffer. 
Sementara potensi air tanah ditentukan 
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dengan peta potensl air tanah yang metiputi 
kualitas dan kuanlltas air tanah. 

hurute 

Pada prinsipnya pengambilan dan 
pemanfaatan air tanah pada suatu cekungan 
air tanah maksimal sama dengan 
pengimbuhan yang terjadi secara alamtah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayal (3) 
Cukupjelas 

Ayal(4) 
Cukupjelas 

Pasal11 
Aya! (1) 

Cukup je!as 

Ayat(2) 
Cukup jelas 

Ayal (3) 
Cukup jelas 

Ayat(4) 
huruf a 

Yang dimaksud "zona perlindungan air 
tanah" adalah daerah yang dilindungi 
seperti kawasan llndung. 

huruf b 
Yang dimaksud dengan ~zona 
pemanfaatan air tanah~ adalah daerah 



' 

yang air tanahnya dapat dH1'\anfaatkan 
seperti kawasan budldaya. 

Ayat (5) 
Cukup je!as 

Pasal12 
Ayat (1) 

Rencana pengelolaan air tanah yang dimakSUd 
adalah rencana pengelolaan air tanah pada 
cekungan air tanah yang berada pada wilayah 
kabupaten dengan memperhatikan rencana dan 
kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten f kota 
sekitarnya, pemerintah propinsi dan pemerintah. 

Ayat (2) 
huruf a 

Air l'anah sebaiknya hanya dlgunakan apatMla 
keburuhan air tanahnya tidak dapa1 dipenuhi 
oleh sumber air permukaan. 

huruf b 
Yang dimaksud "koncltsl dan l!ngkungan air 
tanah~ adalah kuantitas, kualltas dan lapisan 
batuan yang mengandung air tanah. 

Pasal13 
Cukupjolas 

Pasal 14 
huruf a 

Cukup jelas 

hurufb 
Rencana jangka panjang disusun untuk jangka 
wakru paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, 
rencana jangka menengah paling lama 10 
(sepuluh) tahun - rencana jangka pendek 
paling lama 5 {lima) tahun. 
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huruf c 

Pasal15 

Perubahan yang dimaksud adalah : 
1. Perubahan fisik cekungan air tanah, 
2. Ditemukan data baru temadap cekungan air 

tanah. 
3. Terjadi perubahan sosial ekonomL 

Ayat(1) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Yang dimaksud pihak lain adalah instansi atau 
lembaga, balk pemelintah maupun swasta seperti 
lembaga penelitian, perguruan tinggi atau badan 
usatta yang mempunyai kompetensi di bidang air 
tanah. 

Ayat(4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Paul16 
Ayat (1) 

Penyedlaan sarana dan prasarana dilakukan 
antara lain dengan pengebaran, penggalian dan 
pengadaan alat pantau air tanah. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal17 
Ayat (1) 



Cukup jel/>s 

Ayat(2i 
Cukupjelas 

Ayat [3) 

Pasal18 

Yang dimaksud "secara berkala~ adalah setiap 6 
(enam) bulan. 

Cukup jelas 

Pasal19 
Cukupjelas 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayal(3) 
huruf a 

Untuk meojaga daya dukung clan fungsl 
imbuhan air tanah dtlakukan diantaranya 
dengan melakukan petarangan pengeboran, 
penggalian termasuk penambangan dalam 
radius 200 m dari pemunculan mata air. 

huruf b 
Untuk menjaga daya dukung akulfer 
diaotaranya melakukan pengenda!ian 
kegiatan yang dapat mengganggu sistem 
akuifer diantaranya pembuatan terowongan 
dan penambangan batuan atau mineral. 

huruf c 
Untuk memutihkan kondisi dan lingkungan 
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Pasal 21 
Ayat (1) 

air tanah pada zona kritis dan zona rusak 
diantaranya dilakukan dengan melarang 
pengambilan air tanah kecuali untuk 
kebutuhan pokok sehari - hari. 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
huruf a 

Upaya - upaya penghematan air tanah 
dilakukan dengan cara, diantaranya : 

menggunakan air tanah £ecara efektif dan 
efisien sesuai kebutuhan. 
mengurangi penggunaan, menggunakan 
kembali atau melakukan pendauran 
ulang apabila dimungkinkan. 
menggunakan air tanah sebagai alternatif 
terakhir yaitu apabila tidak bisa dipenuhi 
dari sumber - sumber air permukaan 
secara memadai baik dari sisi kualitas 
maupun kuantitas. 
memberikan insentif bagi pelaku 
penghematan air tanah. 
memberikan desinsentif bagi pelaku 
pemborosan air tanah. 
melakukan pengembangan dan menerap 
~kan teknologi hemat air. 

huruf b 
Upaya peningkatan kapasitas resapan air 
tanah dilakukan dengan memperbanyak 
jumlah air permukaan menjadi air resap~n 
melalui sumur resapan, kolam resapan· dan 
parit resapan. 

huruf c 
Upaya pengendalian penggunaan air tanah 



dilakukan antara lain dengan . 
1, membatasi penggunaan air tanah dengan 

tetap mengutamakan pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari - hari; 

2. menjaga keseimbangan pengimbuhan, 
pengaliran dan pelepasan air tanah; 

3. memperketat slstem perfzinan; 
4. menerapkan tam progreslf da!am 

penggunaan air tanah sesua! dengan 
tingkat konsums!; 

5. mengurangi atokasi pengambllan ah' 
tanah haru pada zona rawan air tanah: 

et mefarang pengambilan air tanah baru 
dan mengurangi secara bertahap 
pengambilan air tanah yang sUdah ada 
d! zona krttis a!r tanah; 

7. mengatur lokasi dan kedalaman 
penyadapan akuifer, 

B. mengatur kedalaman pengeboran atau 
penggalian air tanah; dan 

9. mengatur jarak antar sumur pengeboran 
atau penggalian air tanah. 

Ayat (3) 
Cukup jefas 

Pasal22 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Pencegahan, penanggutangan dan pemulihan 
kualitas air tanah serta pengenda!ian pencemaran 
air tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 tahun 2001 tentang pengetolaan 
kualifas air dan pengendalian pencemaran air. 

Pasal23 
Ayat (1) 
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Cukup jelas 

Ayat(2) 
Culwp jelas 

Ayal(3) 
Culwp jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Yang dimaksud ''berkalap adalah setiap 6 (enam) 
bulan sekali. 

Pasal 24 
Cukupjelas 

Pasal25 
Ayal(1) 

Cukup jeias 

Ayat (2) 
Cukup jetas 

Ayat (3) 
Penatagunaan air tanah dilaksanakan dengan 
tujuan untuk: menetapkan zona pemanfaatan air 
tanah dan peruntukan alr tanah pada cekungan 
air tanah berdasarkan zona konservasl air 
tanah, 
Penyedtaan air tanah dilaksanakan dengan 
tujuan memenuhi kebutuhan air darl 
pemanfaatan air tanah sesuai dengan kual~s 
dan k.uantitasnya, khususnya kebutuhan pokok 
serta kebutuhan yang tidak dapa.t d!penuhl oleh 
alr permuk:aan 
Penggunaan air tanah dllaksanakan dengan 
tujuan ontuk pemanfaatan air tanah dengan 



mengutamakan pengambi!an pada akulfer 
tertekan. 
Pengembangan air U1Mh dilaksaoakan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi 
air tanah guna memenuhi penyediaan aiJ tanah 
khususnya kebutuhan pokok sehari - hart 
Pengusahaan air tanah dilaksanakan untuk 
memenuhi kegiatan usaha. 

Ayat{4) 
Cukup jelas 

Pasal26 
Cukup jelas 

Pasal27 
Ayat (1) 

Yang dimaksud upengendalian daya rusak air 
tanah~ ada1ah pengendalian daya rusak air pada 
cekungan air tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 ayat (1} Undang - Undang 
Nomor 1 T ahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 

Yang dunaksud deogan "amblesan tanah" adalah 
turunnya permukaan tanah yang disebabkan 
pemanfaatan batuan akibat pengambilan air 
tanah yang berlebihan. 

Ambtesan tanah dapat dipantau pada bangunan 
- bangunan disekitar pengambilan air tanah yang 
intensif dan gejalanya dapat terlihat berupa 
terangkatnya pondasi atau retakan pada beton 
cor. 

Ayat{2) 

Pasal28 

Penurunan muka air tanah yang terjadi terus -
menerus akan mengakibatkan amblesan tanah. 
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Ayat(1J 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat(3) 
Yang dimaksud ~keadaan membahayakan 
lingkungan~ adatah keadaan yang mengancam 
lingkungan seperti semburan lumpur, gas atau zat 
bert>ahaya lain dari dalam tanah. 

Ayat(4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 

Pasal 29 

Bentuk dan tanggung jawab Pelak:u Usaha 
berupa: 
a memberikan ganti rugi kepada masyarakat 

dan lingkungan sesuai kerug~n ; 
b. menyelesaikan penyebab permasalahan 

yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan 
pelaku usaha ; dan 

c. memufihkan kondisi lingkungan mendekati 
keadaan semula, 

Cukupjelas 

Pasal30 
Cukup jelas 

Pasal31 
huruf a 

Yang dimaksud "lzin Pemakaian Air Tailah" 
ada!ah jenis izin yang diperuntukkan terhadap 
pemalcaian air tanah untuk kebutuhan pokok 
sehari - hari yaitu untuk keperluan air mlnum 
dan rumah tangga serta untuk kepertuan sostal ( 



temasuk hak guna pakai air ), penggunaannya 
me4ebihi batas - batas yang dibebaskan dari izin 
sepertl yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan 
Oaerah ini. 

huruf b 

Pasal32 

Yang dimaksud Mlzin Pengusahaan Air Tanah" 
adalah jenls izin yang diperuntukkan terhadap 
penggunaan air tanah untuk memenuhi 
kebutuhan usaha yang bersifal komersia! (hak 
guna usaha air}, baik sebagai bahan baku 
produksi, pemanfaatan potensinya, media 
usaha, maupun penggunaan air untuk bahan 
pembantu atau proses produksl. 

Cukup jelas 

Pasal33 
Ayat (1) 

Permohonan i:tin yang dimaksud han,JS ditampiri 
dengan persyaratan - persyaratan diantaranya : 
1. peruntukan pemanfaatan dan kebutuhao air 

tanah. 
2. rencana pelaksanaan pengeboran atau 

pen~ian air tanah, 
3. dokurnen upaya pengelolaan lingkungan 

(UKL) dan upaya pemantauan lingkungan 
(UPL) atau analisis mengenai dampak 
lingkungan (AMDAL). 

4. sertifikat dan surat izfn juru bor {SlJB) serta 
surat tanda instalasi bor (STIB) bagi 
perusahaan yang akan me!aksanakan 
pengeboran dari asosiasi bidang 
pengeboran ait tanah yang telah mendapat 
akreditasi dari lembaga pengembangan jasa 
konstruksi (LPJK) sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 

57 



58 

Konstruksl. 

Ayat(2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukup jetas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal35 
Cukup jelas 

Pasal36 
huruf a 

laporan hasil kegiatan pelaksanaan 
pengeboran yang harus disampaikan secara 
tertulis kepada Bupatl meliputi gambar 
penampang litologi dan penampangan sumur, 
gambar konstruksi sumur beserta bangunan 
diatasnya, hasil uji pemompaan terhadap 
akuifer yang disadap, dan hasil anallsis fisika 
dan klmia air tanahnya. 

Penampangan sumur ( weJI logging ) akan 
menunjukkan Jeni$, stfat fls1k dan kedalaman 
batuan yang mengandung air tanah sehingga 
dapat ditentukan jems dan posls.i saringannyR 



Hasil analisis ftsika dan kimia akan 
menunjukkan kualitas air tanah. 

Hasi! aoalisis uji pemompaan akan 
menuojukkan debit air tanah yang dapat 
diambil secara optimal dari sumur. 

huruf b 
CUkup jelas 

huruf c 
Cukup jelas 

huruf d 
Cukupjelas 

huruf e 
Pemasangan meter air atau alat pengukur debit 
air harus sesuai dengan spesffikasi teknis 
sebagai berilwt : 

huruf f 

memiUki akurasi pencatatan diatas 95 % 
menggunakan sistem pencatatan digitasl 
minimal 6 (enam} angka, 
memil!kt daya tahan terhadap tekanan. 

Yang Oimaksud gerakan menanam air adalah 
salah satu kegiatan untuk: memak.simalkan 
resapan air kedalam akuifer melalui cara 
vegetatif khususnya dldaerah tangkapan alr. 

huruf g 
Cukup jelas 

huruf h 
Cukup jelas 
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huruf i 
Penentuao jumlah sumur resapan didasarkan 
pada perkaitan bobot (8) dari masing - masing 
komponen sumber daya alam. 
Bobot dan komponen sumber daya alam yang 
dijadikan faktor pengall adalah sebagai berikut : 

· 0 ( cteioit) ·· 
Pe...,.,ambilan f lt/det } 

Lokasi f kuffer yg j 
Penq~mbi!an ~- dtsadan 

<5 [ Ss/d10 10s/d 25 25s/d 50 >50 '\03 Tdk ada Ter~ bebas 
I ·anngan jaringan : tekan , 

j 2 3 4 

Pasat 37 
Cukup jelas 

Pasat 38 
Cukup jelas 

Pasal39 
Ayat (1) 

altematif 

2 

altematif 

·-1 1 s ··~ 

Petarangan pengeboran atau penggalian pada areal 
dalam radius 200 (dua ratus} meter dari \okasi 
pemunculan mata air dimaksudkan untuk 
mengamankan aliran air tanah pada sistem akutfer 
yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemu:ncu!an 
mata air. 

Yang termasuk keglatan lain, diantaranya pembuatan 
terowongan dan penambangan bahan galian 
dan/atau mineral. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud kondi:st air tanahnya rawan 
adalah: 
1. Daerah yang secara alamiah mempunyai 

pote-ns! air tanah terbatas yang ditunjukkao 



Pasal 40 

dengan potensi air tanah iangka. 
2. Daerah yang potensi air tanahnya sudah 

menjadi terbatas akibat dad banyaknya 
pengambilan alr tanah. Hal ini dittlnjukkan 
dengan menurunnya muka air tanah secara 
ekstrim yang dapat diketahui oleh alat 
pencatat otomatis pada sumur pantau ( 
AWRL = automatic water level recorder ) 

Cukup jelas 

PasaJ41 
Ayat (1) 

huruta 
Yang dimaksud "'cacat hukum" adaiah apabila 
daiam proses memperoleh ~nnya tidak 
menglkuti ketentuan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

hurufb 
Yang dimaksud ~melanggar ketentuan~ adalah 
tidak mematuhi ketentuan yaog ada dalam izin. 

huruf c 
Yang dimaksud "menyebabkan kerusakan 
kondisi dan lingkungan air tanah" adalah 
menyebabkan kerusak.an lapisan batuan yang 
mengandung air tanah atau menyebabkan 
meourunnya kantitas air tanah yang 
dituojukkan dengan peouruoan muka air tanah 
yang ekstrim sert.a menyebabkan menuruonya 
kualitas air tanah yang ditunjukkan darl hasif 
analisis kimia, fislka dan brotogi air tanah. 

Ayat (2) 
Kepala SKPO yang memrudangi membuat surat 
pencabutan izin apabila pemegang izin lidak 
mengindahkan peringatan yang kedua dalam 
waktu 7 {tujuh) hari kaleoder. 
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Ayat (3) 
Peringatan secara tertuli:s disampatkan oleh 
Kepala SKPD yang membtdangi kepada 
pemegang izin. 
PEtt'ingatan 1 (pertama) diberlkan kepada 
pemegang 1zin apabila pemegang lzin 
dianggap melanggar ketentuan yang 
ditetapkan dafam izin. 
Peringatan 2 (kedua) diberikan apabila 
pemegang izin tidak mengindahkan 
peringatan 1 (pertama) dalam waktu 7 harl 
kalender. 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 

Pasal42 

Yang dlmaksud "penyegelan dan penutupann 
adalah terhadap sumur bor atau sumur gali yang 
izinnya dicabut. 

Penyegelan dan penutupan sumur bor ata:u sumur 
ga!i di!aksanalan oleh Tim dari SKPO yang 
membidangi beserta Dinas / instansi terkait 

Cukup Jelas 

Pasal43 
Cukup Jelas 

Pasal44 
Cukup jelas 

P.,,.145 
Cukupjelas 

Pasal 46 
Cukup _jelas 



Pa:sal47 
Cukup jelas 

Pasal43 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 
Btaya administrasi adaiah biaya yang timbu! 
untuk pengganti adminisirasi dalam rangka 
mengeluarkan surat izin yang besamya 
ditetapkan sebesar Rp. 50.000 ( lima puluh lima 
ribu rupiah }. 

Biaya operasional adalah biaya yang timbul 
karena kegiatan peninjauan lokasi untuk: 
menentukan layak dan tidak iayaknya surat il:ln 
dikeluarkan, baik darl aspek teknis, soslal, 
ekonoml dan ffngkungan. 
Besarnya biaya Qperasiona! adalah sebagai 
berikut: 
Sewa kendaraan 
Tenaga Sopir 
Honor Tim 

: 250.000,-
40.000,-

Ke!ua : 55.000,-
Sekretaris : 45.000,-
Anggota 3 orang @ 40.000, • 
Makan slang 5 orang X 15.000 : 75.000,• 
Biaya Kurir : 30.000,-
BBM 10 liler X 6.000 : 60.000,-

Jumlah : 675.0001-

Biaya pengawasan adalah biaya yang tlmbul 
dalam rangka pengawa$an temadap tokasi 
pengambilan air tanah khususnya untuk 
mengetahui dampak yang ditimbulkan aklbat 
pengambilan air tanah tersebut 
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Pasal49 

Besarnya biaya pengawasan adalah sama 
dengan bfaya operas!onal, sementara 1/0lunaenya 
sesuai dengan sifat pemanfaatannya. Untuk izjn 
pemakaian air tanah 1/0lume pengawasannya 
ditetapkan 1 (-satu) kali dan untuk iz1n 
pengusahaan air tanah ditetapkan 3 (tiga) kali 
pengawasan, sehingga biaya pengawasan 
mengikuti vOlume pengawasannya 

Ayat(1) 
Sifat pemanfaatan izin yaitu pemakaian atau 
pengusahaan digunakan untuk menentukan 
bobot jenis izh 

Ayat(2) 

Pasal50 

Besamya Retribusi lzin didasark:an atas Biaya 
Administrasl, Biaya Operasional dan Biaya 
Pengawasan sesuai penjelasan Pasal 48 ayat 
(2). 

Cukup jelas 

Pasal 51 
Cukup jelas 

Pasal52 
Cukup jelas 

Pasal53 
Cukup jelas 

Paul54 
Cukupjelas 

Pasal56 
Cukup jelas 



Pasal56 
Cukup jelas 

Pasal57 
Cukup jelas 

Pasal58 
Cukup jelas 

Pasal59 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Perlu melibatkan peran serta masyarakat karena 
disadari bahwa pengawasan dan pengendalian 
kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah erat 
kaitannya dengan perilaku, pemahaman dan 
kesadaran masyarakat luas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Masyarakat yang melaporkan harus memberitahukan 
identitasnya secara jelas dan memberitahukan jenis 
pelanggaran dan lokasi dimana pelanggaran 
pengambilan air tanah terjadi dan I atau lokasi dampak 
yang dirasakan. 

Pasal60 
Cukup jelas 

Pasal61 
Cukup jelas 

Pasal62 
Cukup jelas 
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Pasal63 
Cukup jelas 

Pasal64 
Cukup jelas 

Pasal65 
Cukup jelas 

Pasal66 
Cukup jelas 

Pasal67 
Cukup jelas 

Pasal68 
Cukup jelas 

Pasal69 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR23 
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